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KATA PENGANTAR 
 

 

Bismillahirrahmanirrahim, 

Segala puji hanya bagi Allah SWT, Zat Yang Maha Mengetahui dan Maha 

Mengatur segala urusan makhluk-Nya. Dengan izin dan pertolongan-Nya, 

buku ini yang berjudul <E-Commerce dan Praktek Keadilan Ekonomi 

(Perspektif Syariah terhadap Persaingan Usaha)= dapat disusun dan 

diselesaikan. 

Transformasi digital telah menciptakan lanskap ekonomi baru, di mana e-

commerce menjadi salah satu pilar utama dalam aktivitas bisnis modern. 

Namun, di balik efisiensi dan kemudahan yang ditawarkan, terdapat 

persoalan-persoalan mendasar yang perlu dikritisi: mulai dari praktik 

persaingan usaha yang tidak sehat, monopoli platform digital, eksploitasi data 

konsumen, hingga marjinalisasi pelaku usaha kecil. Dalam konteks ini, urgensi 

untuk mengkaji ulang arah perkembangan ekonomi digital melalui lensa 

keadilan menjadi tidak terelakkan. 

Islam sebagai sistem hidup yang komprehensif memiliki perangkat nilai 

dan prinsip ekonomi yang mampu menjawab tantangan zaman termasuk 

dinamika e-commerce. Prinsip-prinsip seperti keadilan (al-8adl), kemaslahatan 
(al-maslahah), kejujuran (ash-shidq), dan larangan atas praktik zalim seperti 

riba, gharar, dan tadlis, menjadi fondasi etis yang sangat relevan untuk 

ditawarkan sebagai alternatif terhadap paradigma kapitalisme digital yang 

kerap abai terhadap nilai-nilai kemanusiaan. 

Buku ini tidak sekadar memberikan deskripsi fenomena e-commerce, 

tetapi juga menghadirkan analisis kritis dan solusi normatif berdasarkan 

prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam konteks persaingan usaha. Penulis 

berharap buku ini mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi para 

akademisi, regulator, pelaku usaha, dan mahasiswa dalam membangun 

ekosistem ekonomi digital yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. 

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah 

memberikan dukungan dan masukan dalam proses penulisan buku ini. Kritik 

dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan 

karya ini di masa mendatang. Semoga buku ini menjadi amal yang 

bermanfaat dan dapat menjadi bagian dari ikhtiar kolektif menuju tatanan 

ekonomi yang lebih berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

Wassalamu9alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
Asahan, September 2025 

(Penulis  
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KATA PENGANTAR 
 

 

Bismillahirrahmanirrahim, 

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang 

dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, ilmu pengetahuan terus tumbuh, 

berkembang, dan menjadi petunjuk bagi umat manusia dalam menghadapi 

kompleksitas zaman. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi 

Muhammad SAW, sosok agung yang mewariskan prinsip-prinsip universal 

Islam termasuk dalam bidang ekonomi dan perdagangan yang menjunjung 

tinggi keadilan, kejujuran, dan keberkahan. 

Di era disrupsi digital saat ini, perubahan struktur ekonomi terjadi secara 

masif dan cepat. E-commerce telah menjelma menjadi kekuatan dominan 

dalam praktik perdagangan global. Namun, di balik kemajuan tersebut, 

muncul tantangan besar: ketimpangan informasi, praktik persaingan tidak 

sehat, dominasi platform raksasa, serta absennya nilai etika dalam interaksi 

ekonomi digital. Ini menjadi sinyal kuat bahwa modernitas teknologi tidak 

selalu sejalan dengan nilai-nilai keadilan. 

Dalam konteks inilah, kehadiran buku <E-Commerce dan Praktek 

Keadilan Ekonomi (Perspektif Syariah terhadap Persaingan Usaha)= menjadi 

sangat relevan dan signifikan. Buku ini tidak sekadar menjadi bahan bacaan 

akademis, melainkan juga merupakan tawaran solusi paradigmatik atas 

problematika ekonomi digital yang semakin kompleks. Penulis berhasil 

menggali dan menyandingkan antara dinamika e-commerce kontemporer 

dengan prinsip-prinsip keadilan ekonomi Islam, yang bersumber dari Al-

Qur9an, Sunnah, serta ijtihad para ulama. 

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Daar Ulum Asahan merasa bangga 

dan mengapresiasi hadirnya karya ini. Buku ini mencerminkan semangat 

intelektual yang progresif sekaligus komitmen moral untuk menghadirkan 

nilai-nilai syariah dalam realitas kekinian. Hal ini sejalan dengan visi kami 

untuk menjadikan keilmuan syariah tidak hanya relevan secara tekstual, 

tetapi juga kontekstual mampu menjadi panduan etis dan normatif dalam 

menghadapi tantangan zaman. Kami berharap buku ini dapat memperkaya 

khazanah keilmuan syariah, memperluas wawasan civitas akademika, serta 

menginspirasi para mahasiswa, dosen, dan praktisi untuk terus berkontribusi 

dalam membangun tatanan ekonomi yang berkeadilan, berintegritas, dan 

bertanggung jawab. 
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Semoga Allah SWT meridhai setiap langkah kita dalam menebarkan ilmu 

yang bermanfaat dan memperjuangkan nilai-nilai kebenaran. 

Wassalamu9alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
 

 

Asahan, September 2025 

Dekan Fakultas Syariah 

Institut Agama Islam Daar Ulum Asahan 

 

 

 

Dr. H. Syahrul Nasution, SHI, MA 
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PENDAHULUAN 

E-COMMERCE DAN PRAKTEK KEADILAN EKONOMI 
(Perspektif Syariah terhadap Persaingan Usaha) 

 

A. PENDAHULUAN  

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah banyak aspek kehidupan, 

termasuk ekonomi. Perdagangan elektronik, atau e-commerce, adalah salah 

satu dampak paling nyata dari transformasi digital ini, yang telah merevolusi 

cara orang melakukan transaksi. E-commerce membuka peluang baru bagi 

bisnis untuk masuk ke pasar yang lebih luas, termasuk pasar usaha kecil dan 

menengah (UKM). 1  Sebaliknya, kemunculan berbagai platform internet 

raksasa telah menimbulkan masalah baru, khususnya dalam hal persaingan 

bisnis. Praktik persaingan yang tidak sehat dapat disebabkan oleh 

ketimpangan daya saing antara bisnis besar dan kecil, dominasi pasar oleh 

pemain tertentu, dan penggunaan algoritma untuk mengontrol harga dan 

preferensi konsumen. Kondisi ini dalam jangka panjang dapat menyebabkan 

ketidakadilan ekonomi dan menghambat pertumbuhan usaha kecil. 

Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui 

Sistem Elektronik (PMSE) dan Undang-undang Cipta Kerja, antara lain, 

mengatur perdagangan digital. Namun, masih ada masalah untuk 

menjalankan regulasi ini dengan baik, terutama dalam mengawasi praktik 

bisnis di ruang digital, yang sering melampaui yurisdiksi nasional.2 Menurut 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), pendekatan hukum dan ekonomi 

yang lebih adaptif diperlukan karena jenis persaingan di sektor digital 

semakin kompleks dan memiliki ciri-ciri yang berbeda dari pasar 

konvensional.3 

Pada tahun 2024, sektor e-commerce Indonesia diperkirakan bernilai $65 

miliar, atau sekitar Rp 1.026,1 triliun. Daya tarik pembelian langsung yang 

makin digemari pelanggan di berbagai platform digital menjadi salah satu 

faktor utama di balik ekspansi ini.4 Menurut survei Statista Pada bulan Januari 

2023, di antara 1.434 orang dewasa berusia 18 tahun ke atas, 70,13% 

 
1 Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2021). Laporan Statistik 

E-Commerce Nasional Tahun 2021. Jakarta: Kominfo Press. 
2 Kementerian Perdagangan RI. (2020). Sosialisasi PP No. 80 Tahun 2019 tentang 

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Jakarta: Kemendag. 
3 KPPU RI. (2022). Kajian Persaingan Usaha di Sektor Ekonomi Digital. Jakarta: Direktorat 

Advokasi dan Kebijakan Persaingan. 
4 tekno. kompas. com, di akses tanggal 25 Mei 2025 



 

 

BAB 1 

KONSEP DASAR E-COMMERCE 

 
A. DEFENISI E-COMMERCE  

1. Pengertian E- Commerce  

E-commerce atau Electronic Commerce, jika ditinjau dari asal katanya, 

terdiri dari dua kata, yakni electronic yang berarti elektronik dan commerce 

yang berarti perdagangan. Secara etimologis, e-commerce mengindikasikan 

arti perdagangan melalui media elektronik. Dalam pengertian yang lebih 

operasional, e-commerce dapat didefinisikan sebagai proses pelaksanaan 

transaksi bisnis yang mencakup aktivitas distribusi, pembelian, penjualan, 

hingga pelayanan jasa yang dilakukan secara elektronik melalui jaringan 

komputer, terutama internet, serta jaringan eksternal lainnya seperti intranet 

dan ekstranet.6 

E-commerce tidak hanya terbatas pada pertukaran barang dan jasa, tetapi 

juga mencakup aktivitas lain seperti pemasaran digital, manajemen inventaris 

secara daring, dan layanan pelanggan secara virtual. Dengan kata lain, e-

commerce merupakan transformasi dari sistem perdagangan konvensional 

menjadi perdagangan digital yang berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi. Implementasi e-commerce dalam dunia bisnis telah mengubah 

paradigma transaksi, memungkinkan pelaku usaha menjangkau pasar secara 

global tanpa harus memiliki toko fisik. Selain itu, konsumen juga 

mendapatkan manfaat berupa kemudahan akses, efisiensi waktu, dan 

transparansi informasi. Perkembangan ini tidak terlepas dari pesatnya inovasi 

teknologi digital serta adopsi internet secara masif dalam kehidupan sehari-

hari. 

Electronic commerce, atau e-commerce, adalah suatu proses terjadinya 

transaksi jual beli yang dalam praktiknya dilakukan secara online melalui 

media elektronik.7 E-commerce memungkinkan individu atau perusahaan 

untuk melakukan kegiatan perdagangan barang dan jasa tanpa batasan waktu 

dan tempat, hanya dengan menggunakan perangkat elektronik seperti 

komputer, ponsel, atau tablet yang terhubung ke internet. Dalam praktiknya, 

e-commerce mencakup berbagai aktivitas, mulai dari pencarian produk, 

 
6 Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2021). E-Commerce 2021: Business, Technology, and 

Society (16th ed.). Pearson Education 
7 https://developers.bri.co.id/id/news/ketahui-perkembangan-e-commerce-di-indonesia-

pengertian-jenis-dan-manfaatnya 



 

 

BAB 2 

PRINSIP KEADILAN  

DALAM EKONOMI ISLAM 

 
A. MAKNA DAN LANDASAN KEADILAN EKONOMI SYARIAH 

1. Makna Keadilan Ekonomi Syariah 

Dalam ekonomi syariah, keadilan adalah prinsip utama yang membantu 

mengimbangi aspek material dan spiritual ekonomi. Dalam Islam, penerapan 

keadilan, terutama dalam hal transaksi ekonomi, dipandang sebagai cara 

untuk mencegah ketimpangan sosial dan eksploitasi, yang sering dikaitkan 

dengan larangan riba.25 Dalam Islam, penerapan keadilan, khususnya dalam 

transaksi ekonomi, dipandang sebagai upaya nyata untuk mencegah 

ketimpangan sosial, kesenjangan ekonomi, dan bentuk-bentuk eksploitasi 

yang dapat merusak struktur sosial.  

Salah satu manifestasi keadilan dalam ekonomi syariah adalah larangan 

riba, karena riba dianggap menciptakan keuntungan yang tidak adil dan 

merugikan pihak lain, terutama pihak yang lemah secara ekonomi. Selain itu, 

keadilan juga tercermin dalam larangan terhadap praktik gharar 

(ketidakjelasan), maysir (judi), penipuan, serta manipulasi harga dan 

informasi. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam berupaya menciptakan 

lingkungan bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi 

juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika, keberkahan, dan tanggung jawab 

sosial.  

Keadilan ekonomi syariah merupakan prinsip fundamental dalam sistem 

ekonomi Islam yang menjadi landasan moral, sosial, dan hukum dalam 

seluruh aktivitas ekonomi umat. Tujuannya adalah untuk mewujudkan 

kehidupan yang seimbang, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan 

mengedepankan nilai-nilai utama dalam Islam, yakni keadilan (8adl), 
kemaslahatan (maslahah), dan keseimbangan (tawazun). Keadilan dalam 

konteks ekonomi syariah tidak dimaknai sebagai kesamaan absolut (equality), 

melainkan keadilan proporsional (equity) yaitu memberikan hak kepada 

setiap pihak sesuai dengan peran, kontribusi, dan kebutuhannya, serta 

 
25 Sufi Indrayani, et. all, Konsep Keadilan dalam Ekonomi Syariah (QS. Al-Baqarah: 275-

281), Indonesian Research Journal on Education, e-ISSN:  2775 –8672,  p-ISSN: 2775 –
9482Volume  5Nomor  1Tahun  2025Halaman:  73–79. 

 



 

 

BAB 3 

E-COMMERCE DALAM  

PERSPEKTIF SYARIAH 

 
A. HUKUM JUAL BELI ONLINE DALAM ISLAM  

1. Jual Beli Online  

a. Pengertian Jual Beli Online 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan 

berbagai bentuk transaksi baru, salah satunya adalah jual beli online (e-

commerce).Transaksi ini memungkinkan penjual dan pembeli bertransaksi 

tanpa harus bertemu secara langsung. Kegiatan jual beli online saat ini 

mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan kemajuan 

teknologi informasi dan komunikasi. Masyarakat semakin terbiasa melakukan 

transaksi secara daring karena dianggap lebih praktis, efisien, dan fleksibel, 

tanpa harus bertatap muka secara langsung antara penjual dan pembeli.  

Hal ini juga didukung oleh meningkatnya kualitas dan keberagaman 

platform digital, seperti marketplace, aplikasi e-commerce, serta media sosial 

yang menyediakan fitur transaksi daring yang semakin aman dan user-friendly. 

Situs-situs e-commerce besar seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, 

dan lainnya turut berperan dalam memfasilitasi proses jual beli yang cepat 

dan luas jangkauannya.  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jual 

beli diartikan sebagai suatu persetujuan saling mengikat antara penjual dan 

pembeli, di mana penjual bertindak sebagai pihak yang menyerahkan barang, 

sementara pembeli adalah pihak yang membayar harga atas barang 

tersebut.50 

Definisi ini menegaskan bahwa jual beli merupakan bentuk akad atau 

perjanjian yang bersifat mengikat secara hukum, karena melibatkan hak dan 

kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Dalam perspektif ini, 

transaksi jual beli tidak hanya dimaknai sebagai pertukaran barang dan uang, 

tetapi juga sebagai komitmen sosial dan hukum yang mencerminkan adanya 

kesepakatan bersama. 

Secara etimologis, istilah "jual beli" merupakan gabungan dari dua kata, 

yaitu jual dan beli. Menurut Suhrawardi, kata <jual= menunjukkan adanya 
perbuatan menyerahkan barang dengan imbalan tertentu, sedangkan <beli= 

 
50 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi 

IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), hlm 589 



 

 

BAB 4 

PERSAINGAN USAHA  

DALAM ERA E-COMMERCE 

 
A. PENGERTIAN PERSAINGAN USAHA 

Persaingan usaha adalah kompetisi yang terjadi antara para pelaku usaha 

dengan tujuan utama untuk menarik perhatian dan minat calon konsumen. 

Dalam persaingan ini, pelaku usaha berupaya menawarkan produk atau jasa 

yang mereka miliki dengan cara yang paling menarik dan efektif. Strategi yang 

digunakan meliputi penyajian produk atau jasa yang berkualitas, promosi 

yang kreatif dan tepat sasaran, serta pelaksanaan kampanye pemasaran 

(market campaign) yang mampu membangun kesadaran dan preferensi 

konsumen terhadap produk atau jasa tersebut.87 

Melalui berbagai upaya tersebut, pelaku usaha berharap dapat 

mempengaruhi calon konsumen agar memilih produk atau jasa mereka 

dibandingkan dengan pesaing lain di pasar. Persaingan usaha yang sehat 

mendorong inovasi, peningkatan kualitas layanan, dan efisiensi, yang pada 

akhirnya memberikan manfaat bagi konsumen dan perkembangan ekonomi 

secara keseluruhan. Namun, persaingan juga harus dijalankan secara etis dan 

sesuai dengan regulasi agar tidak menimbulkan praktik-praktik curang atau 

merugikan pihak lain. 

Persaingan usaha dianggap sebagai hal yang lumrah karena tujuan 

utamanya adalah untuk mencapai kesuksesan usaha melalui inovasi, efisiensi, 

dan peningkatan kualitas produk atau layanan. Dalam konteks ekonomi yang 

sehat, persaingan mendorong pelaku usaha untuk terus berupaya 

memberikan yang terbaik bagi konsumen. Aspek ini diatur dan diregulasikan 

dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja. 88  dan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).89 

 

 
87  Kotler, P., & Armstrong, G. (2016). Principles of Marketing (16th ed.). Pearson 

Education, hlm. 200-220 
88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
89  Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan 

Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 



 

 

BAB 5 

PERSPEKTIF SYARIAH  

TERHADAP PERSAINGAN USAHA 

 
A. ETIKA BISNIS DALAM ISLAM  

Etika bisnis dalam Islam merupakan seperangkat nilai moral dan prinsip 

syariah yang mengatur bagaimana seorang Muslim seharusnya menjalankan 

aktivitas ekonomi dan usahanya dengan cara yang adil, jujur, dan 

bertanggung jawab. 100  Prinsip dasar dari etika bisnis Islam tidak hanya 

berfokus pada pencapaian keuntungan materi, tetapi juga pada pencapaian 

keberkahan (barakah) dan keseimbangan antara kepentingan individu dan 

masyarakat. Dalam pandangan Islam, kegiatan bisnis bukan sekadar alat 

mencari keuntungan, tetapi juga sarana ibadah dan kontribusi sosial. 

Nilai-nilai yang menjadi fondasi etika bisnis Islam antara lain adalah 

kejujuran (ṣidq), keadilan (8adl), amanah (dapat dipercaya), larangan 
penipuan (gharar), dan larangan riba (bunga). Praktik bisnis yang dilakukan 

secara curang, seperti manipulasi harga, penimbunan (iḥtikār), monopoli, 
atau penipuan informasi, dikecam keras dalam Islam karena merusak 

kepercayaan dan keadilan dalam pasar. Etika bisnis ini bersumber dari Al-

Qur9an surat Al-Ahzab ayat 70: 

 

  ß' VNد  PدNس  䑋ل VHNF ' VHOF VHOF NH N نHO' 'ت_ಕ闛 'HOFه Nم'ٰ NنVN Pذ_F' ' NG`NN 'ٰ灓Nٰ 
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada 

Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar (QS. Al-Ahzab:70) 

 

Kejujuran dan kebenaran sangat penting dalam berbisnis. Kemudian 

Hadis Nabi Muhammad SAW, serta fatwa dan ijtihad ulama, yang secara 

tegas memberikan batasan dan arahan dalam bertransaksi. Sebagai contoh, 

dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, <Pedagang yang jujur 
dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para 

syuhada.= (HR. Muslim). Hal ini menunjukkan betapa tingginya nilai etika 

dalam praktik bisnis Islam, yang tidak hanya menentukan kesuksesan di dunia, 

tetapi juga menjadi bagian dari amal yang bernilai akhirat. 

 

 
100 https://darulabroribs.sch.id/memahami-etika-bisnis-dalam-islam 



 

 

BAB 6 

STRATEGI MEWUJUDKAN  

E-COMMERCE YANG ADIL DAN SYARIAH 

 
A. EDUKASI PELAKU USAHA TENTANG PRINSIP EKONOMI ISLAM 

Pertumbuhan e-commerce syariah menawarkan solusi alternatif bagi 

konsumen Muslim yang ingin bertransaksi sesuai nilai-nilai Islam. Namun, 

masih banyak pelaku usaha yang belum memahami prinsip ekonomi Islam 

secara menyeluruh, sehingga berpotensi melanggar etika bisnis syariah, baik 

secara sengaja maupun tidak. Strategi mewujudkan e-commerce yang adil 

dan syariah, khususnya melalui edukasi pelaku usaha tentang prinsip ekonomi 

Islam, melibatkan beberapa aspek penting yang harus diterapkan agar 

transaksi online sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memberikan manfaat 

ekonomi sekaligus keberkahan. 

 

Strategi Edukasi untuk pelaku usaha tentang Prinsip Ekonomi Islam: 

1. Pelatihan Prinsip Ekonomi Islam untuk UMKM Digital 

Pelatihan prinsip ekonomi Islam untuk UMKM digital sangat penting 

dalam membentuk fondasi bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara 

finansial, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai syariah. Materi pelatihan ini 

dimulai dengan memahami berbagai larangan dalam ekonomi Islam, seperti 

riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), maysir (judi), tadlis (penipuan dalam 

kualitas/kuantitas produk), dan ihtikar (penimbunan barang untuk menaikkan 

harga). Para pelaku UMKM diajak untuk mengenali bentuk-bentuk praktik ini 

dalam konteks bisnis digital dan bagaimana menghindarinya agar tidak 

melanggar prinsip keadilan dan kejujuran dalam transaksi. 

Selain itu, konsep halal-thayyib menjadi fondasi utama dalam produk dan 

transaksi. Produk yang dipasarkan harus tidak hanya halal dari sisi bahan dan 

proses, tetapi juga thayyib, yakni baik, bersih, dan bermanfaat bagi konsumen. 

Dalam transaksi digital, pelaku UMKM diajak untuk memastikan kejelasan 

informasi, transparansi harga, dan kejujuran dalam penawaran baik melalui 

platform e-commerce maupun media sosial. 

Pelatihan ini juga menekankan pentingnya etika dalam muamalah, 

terutama dalam konteks akad jual beli. Akad harus memenuhi rukun dan 

syarat yang sah, seperti kejelasan barang, kesepakatan harga, dan kerelaan 

kedua belah pihak. Etika seperti amanah, kejujuran, dan tanggung jawab 

harus dijunjung tinggi agar bisnis tidak hanya berkembang, tetapi juga berkah 
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